











Dengan Kesepakatan Bersama
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JANGKA M

ENENGAH TAHUN 2018 - 2024

BAB |

Ketentuan Umum

1. Desa adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Nagari , adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pemerintahan  Nagari
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dan pertanggung Jjawaban keuangan Nagari .

Rencang Kerja p : : selanjutnya disebut
KP emerintah Nagari |,
R Nagari | adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satujtahun.

Anggaran Penda i i selanjutnyadisebut
AP patan dan Belanja Nagari , .

N B Nagari » adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
agari ,

Il;cnerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke rekeningkas
agari .

Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari rekeningkas
Nagari .

Pendapatan adalah Sémua penerimaan Nagari dalam 1(satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu
dikembalikan oleh Nagari .

adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidakakan
diterima kembali oleh Nagari .

g Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari |

1ya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari atau sebutan
~ yang Karena jabatannya mempunyaj kewenan

Yo keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari ,

Pengelolaan Keuangan Nagari , selanj .
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menjalankan tugas PPKN .

19. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan ua:f
Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerlmaan
Nagari dan digunakan untuk membayar selu'ruh pengEta
Nagari dalam 1 (satu) rekening padaBank yang ditetapkan.

20. Badan Usaha Milik Nagari , selanjutnya disebut BUM Nagar ,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
imiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yarlig
berasal darj kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola
aset, jasa pelayan an, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Nagari .

ﬁl Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
_kegi_atan Yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
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~ 22. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan
- Nagari dengan belanja Nagari .

Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan
dengan belanja Nagari .

h Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
ama satu periode anggaran.

1aan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
"1l yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran
rencana penarikan dana untuk kegiatan
‘an berdasarkan kegiatan yang telah

umen yang memuat perubahan e




29,

30.

31.

32.

swakelola dan /atay penyedia barang/jasa.

Rencapa Anggaran Kas Nagari yang selanjutnya disebut RAK
Nagari adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari
rekening kas untuk mendanai pengeluaran pepgeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Nagari .

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SP P

adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan
barang dan jasa.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan
lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah
provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.
BAB 1l
ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Nagari disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi,
partisipatif dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat

‘Nagari
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1.4.  Manfaat

gAB I PROFIL NAGAR]
2.1. Sejarah Nagari
2.2. Peta dan Kondisi Nagari

2.8; Kelembagaan Nagari
2.4.  Dinamika Konflik

2.5. Masalah dan Potensi

BAB Il PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI
3.1.  Pengkajian Nagari

3.2. Musyawarah Nagari RPJUM Nagari

BAB IV VISI . MISI DAN PROGRAM INDIKATIF ( ENAM TAHUN)
4.1. Visi Nagari

4.2.  Misi Nagari :
4.3.  Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

BAB V PENUTUP
Lampiran
1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel ( Matrik) Program / Kegiatan Enam Tahun
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3. Berita Acara dan Daftar Hadir : vty INaamed ls
-Musyawarah/Rembug Kampung T
-Musyawarah / Rembug Nagari ya!

4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari
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Pasal 7

RPJM Nagari ini menjadi acuan dalam penyusunan RKPNagari

Pasal 8
RKPNagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan
pedoman bagi pemerintah

Nagari dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari serta dalam pelaksanaan pembangunan
Nagari

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Nagari dapat diadakan perl{b?.ha!:) E&Pﬁbﬂ&‘i‘
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, Krisis Patau )
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

Rl 2 . . - uh
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerin
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10




